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Kata kunci: Abstrak
Anak, Korban, Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau
Kekerasan Seksual sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan

yang bukan hanya merupakan masalah hukum nasional suatu negara,
tetapi sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau
merupakan masalah global. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak menurut
peraturan  perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana
perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia
terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat
disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap
anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual
diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT,
KUHP yang menyangkut perkosaan dalam Pasal 285 KUHP yang
merupakan tindak kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 yang
mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 dan terlebih
khusus oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal
59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana
pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana
diatur dalam Pasal 81. Sumber data diperoleh dari data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data melalui pengkajian studi Pustaka
pada perundang-undangan.

Pendahuluan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan. ( Undang-undang No.35 Tahun 2014) Seorang anak memiliki hak untuk
dilindungi sebagaimamana tertera pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2)
“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hakhaknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.:

! Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Buutir 2
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Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk
perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik
dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu
perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak
kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial,
berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta
adanya perlakuan tanpa dikriminatif.2 (Davit Setyawan, 2014)

Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua,
masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta
pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35
tahun 2014. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penetus cita-cita perjuangan
bangsa memiliki peran startegis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala
bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi
manusia. Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan
menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat
matertial, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang
dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat
berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.3 (Maidin Gultom, 2013)

Saat ini tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu
penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak Hal ini
menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap
sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya.4 (Davit Setyawan, 2014)

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan
memprihatinkan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi
korbannya juga banyak dari anak-anak. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat
penting untuk dikaji, karena dalam hal ini dapat berakibat pada korban yang biasa mengalami
trauma baik secara psikis maupun fisiknya.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka
kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban tidak memiliki
keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib.
Penyebabnya Antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan
stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang
sudah tercemar.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari
berbagai elemen masyarakat. Tugas pemerintah seharusnya berupaya memberikan
perlindungan hukum kepada anak untuk dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan
hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia (Mansur & Gultom, 2007).
Anak juga memiliki eksistensi dalam kehidupan dan kemanusiaan, tetapi hak-hak yang
dimiliki oleh anak belum sepenuhnya terpenuhi. Anak-anak pada kenyataannya masih terus
tereksploitasi baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, anak jalanan, atau eksploitasi
seksual (Harahap, 2016). Kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum sangat
dibutuhkan dalam melindungi hak anak.

2 Davit Setyawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan
Media Massa,” Kpai Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014,
Https://Www.Kpai.Go.ld/Publikasi/Artikel /Perlindungan-Hukum-Terhadap-Anak-Korban-
Kejahatan-Perkosaan-Dalam-Pemberitaan-Media-Massa. Diakses pada tanggal 23 Desember 2022,
pada pukul 20.08 WIB.

3 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (Banding: Refika Aditama, 2013),
hlm.2.

4 Davit Setyawan, “Peta  Permasalahan  Perlindungan  Anak Di  Indonesia,” 2014,
Https://Www.Kpai.Go.Id/Publikasi/Artikel /Peta-Permasalahan-Perlindungan-Anak-Di-Indonesia.
Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2022, Pada Pukul 20.13 WIB.
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Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak
memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuang
pada UUD 1945. Kemudian lahir peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak.
Diantaranya; Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mempertegas tentang perlunya
pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada
kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya
langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.5 (Elvi Zahara Lubis,
2017)

Berbagai kejahatan seksual baik dalam bentuk prostitusi, perzinahan, pemerkosaan,
pencabulan maupun pelecehan seksual yang menimpa anak-anak telah memakan korban dan
berakibat pada penyebaran penyakit kelamin seperti AIDS. Contoh nya berbagai kasus yang
terjadi di Kota Tanjungpinang.

No. Tahun Jumlah Kasus

1 2018 48

2 2019 59

3 2020 92

4 2021 48

5 2022 48
Jumlah 205

(sumber DP3APM)

Dari tabel di atas dapat dituliskan bahwa pada tahun 2018 angka kasus kekerasan
perempuan di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 48 kasus, pada tahun 2019
sebanyak 59 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 92 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 76 kasus,
dan pada tahun 2022 sebanyak 48 kasus. Disepanjang tahun 2018 hingga tahun 2022 anak
sebagai korban kekerasan seksual mengalami peningkatan. Kasus kasus yang terjadi yang
menimpa anak sebagai korban sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dan juga
perlindungan hukum.

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian berjudul Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Dengan menetapkan rumusan masalah
yaitu bagaimanakah perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia
terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual ?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan,
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder
belaka. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003)

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan
penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahanbahan
hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum
yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Dalam penelitian ini cara mengakses dan
penelitiannya banyak diambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang berisikan pengetahuan
ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun
mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan
hukum yang lainnya. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006)

5 Elvi Zahara Lubis, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” Jupiis: Jurnal
Pendidikan Ilmu-IImu Sosial 9, no. 2 (2017): 141, https://doi.org/10.24114 /jupiis.v9i2.8242.
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Hasil dan Pembahasan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-
hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah
ditentukan adanya perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak sebagai korban
kejahatan. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi. Terbukti
dengan banyaknya kasus-kasus kriminalitas di televisi ataupun koran yang tidak melakukan
perlindungan terhadap identitas anak sebagai korban kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan
media massa Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala
kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh
berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan,
serta medapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskrimisasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak
mulia dan sejahtera.

Di dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa
perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam
pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah
anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan.

Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis
diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21
sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun
pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau
pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain
itu, Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui
media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

Berdasarkan konteks Pasal 17 ayat (2) dapat diartikan bahwa kerahasiaan identitas
anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, namun juga kepada korban
kekerasan seksual serta setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap
anak sebagai korban, maupun pelaku atau yang 10 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak berhadapan dengan hukum diberikan secara merata
terhadap semua jenis perkosaan.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perkosaan sangat berkaitan
dengan perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa. Hal itu diatur dalam
Pasal 64 ayat (3) butir b yang berbunyi, “upaya perlindungan dari pemberitaan identitas
melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Adapun yang dimaksud dengan
labelisasi adalah tindakan yang memberikan image atau kesan tersendiri dari masyarakat
yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan,
misalnya si A adalah anak korban perkosaan, ketika nama dan wajah si A ditayangkan di
media massa sebagai salah satu korban perkosaan, maka pandangan masyarakat terhadap si
A akan berubah drastis. Masyarakat akan menganggapnya sebagai korban perkosaan, bahkan
tak jarang dianggap sebagai orang yang kotor. Penilaian masyarakat ini akan terus mengikuti
anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainya, untuk
memberikan perindungan khusus kepada :
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a. Anak dalam situasi darurat;

b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

d. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau atau seksual ;
e. Anak yang diperdagangkan;

f. Anak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;

h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau atau mental;

i. Anak yang menyandang cacat; dan

j- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menyebutkan bahwa:
1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari
orang dewasa;
b. Memperoleh bantuan hukum atau bantan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan
upaya yang berlaku; dan
c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan
tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan
dengan korban hukum berhak dirahasiakan.

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1)
Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik
dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-
Undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan
hukum dilaksanakan melalui:

a. Pelaksanaan hak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.

b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

c. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;

d. Pemantauan dan pencatatan terus-terusan terhadap perkembangan anak yang
berhadapan dengan hukum;

e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau
keluarga ; dan

f. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari
labelisasi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk
kategori kekerasan seksual

1) Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
2) Perzinahan (Pasal 284);

3) Pemerkosaan (Pasal 285);

4) Pembunuhan (Pasal 338);

5) Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).

Dari jenis-jenis kekerasan seksual yang disebutkan di atas, yang paling mengerikan
adalah jenis kekerasan perkosaan/pemerkosaan, karena perkosaan ini meninggalkan aib yang
tidak dapat ditanggulangi oleh korban dan mempunyai dampak yang sangat besar bagi
kelangsungan kehidupan korban.

Dari apa yang dirumuskan dalam UU tentang perlindungan yang dapat diberikan
kepada seorang anak yang dalam posisinya sebagai korban, maka apa yang disebutkan dalam
Pasal 5 khususnya ayat (2), perlu untuk dicermati dengan lebih baik karena disebutkan bahwa
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hal sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak
pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban). Rumusan ayat (2) ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah anak yang
menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual bisa memperoleh perlindungan atau
mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 ini.

Apa yang dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 2014 ini khususnya Pasal 5 ayat (2) ini
tidak secara tegas menyebutkan bahwa tindak kekerasan seksual yang masuk kategori tindak
pidana perkosaan menjadi ruang lingkup dari Pasal 5 ayat (2) ini, karena hanya menyebutkan
tindak pidana  seperti halnya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana
narkotika/psikotropika dan tindak pidana terorisme yang disebutkan dengan jelas. Hal ini
dapat menimbulkan multitafsir berbeda-beda dari aparat penegak hukum.

Kesimpulan

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak
pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang
PKDRT, KUHP yang menyangkut perkosaan dalam Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak
kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 dan terlebih
khusus oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang
melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana
diatur dalam Pasal 81
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